BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Kenangan Daerah
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Faktor kevangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan
daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh
pemerintah daerah. Usman (1998: 63) dalam (Susantih dan Saftiana, 2010:1)
mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan
“selfsupporting” dalam bidang keuangan. Halim (2007: 230) dalam (Susantih dan
Saftiana, 2010:1) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam
mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk
mengukur kemamiauan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan
analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Dalam arti sempit, keuangan daerah terbatas pada hal-hal yang berkaitan
dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Halim
(2004:18) dalam Marizka (2011), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua

hak dan Kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula
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daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang
berlaku”

Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, “keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uvang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban tersebut
perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara
dan merupakan elmen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Marizka
(2009).

Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat
(1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang
dapat dinilai dengan vang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat
dijadikan milik dacrah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara
lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan
urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil

dari sumber-sumber daya nasional yang berada didaerah dan perimbangan lainnya,
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b. Pengelolahan Keuangan Daerah
Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, * Pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan
daerah”. Pengelolaan laporan daerah dalam hal ini mengandung beberapa
kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan
administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan
bendaharawan. Dalam pengelolahan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti
prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada permendagri No. 26 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan
bahwa “ APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok
anggaran sector publik, sebagai berikut:
1. Partisipasi masyarakat
Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses
penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi
masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya
dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
APBD vyang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan
pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan

manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
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- Disiplin anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain
bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2)
Penganggaran pengeluaran  harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam Jjumiah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya
dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran
daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melaluj rekening kas umum daerah,

- Keadilan anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan
kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untik membayar.
Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional
diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan
untuk  membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk
menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah  daerah dapat
melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa
ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus
mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluryh

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.
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5. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat
efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu
diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,
serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan
penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat asas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan
daerah lainnya.

Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar
pengelolahan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari
Traditional Budgeting ke Performance Budgeting, sebagai mana yang di
kemukakan oleh Yumono dkk, 2005 dalam marizka, 2009.

Aspek utama Budgeting reform adalah perubahan dari Traditional Budgeting
ke Performance Budgeting. Traditional Budgeting didominasi oleh
penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incremental, proses
penyusunan anggaran hanya berdasarkan pada besarnya realisasi anggaran
tahun sebelumnya. Performance Budgeting pada dasarnya adalah system

penyusunan dan pengelolahan anggaran daerah yang berorienyasi pada
pencapaian hasil kerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan evisiensi dan
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2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
a. Pengertian APBD

Pada permendagri No 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengeloiaan
keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung januari samai 31
desember”. Sedangkan menurut Bastian (2006:189) dalam marizka (2009), “APBD
merupakan pengejawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk
kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Menurut Freeman dalam Roordiawan (2006) pada Merizka (2009), “anggaran
adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector publik untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan
yang tidak terbatas”. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran
dalam pengelolahan kekayaan sebuah organisasi publik. Peran penting anggaran
dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006) dalam merizka (2009),
“peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaanya dalam
menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan”.

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005) dalam Merizka (2009), “anggaran
sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik, penganggaran
sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap
program dan aktivitas dalam satuan moneter”.
b. Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan

kebijakan. Kesamaan antar persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan
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yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses
distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian consensus alokasi sumber
daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari
penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang
melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan. evaluasi sering
diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi Bastian,
(2006a:188) dalam Merizka (2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 17/2003, skema alur proses dan jadwal

menyusun APBD adalah sebagat berikut:

Juni Oktober November
DPRD Prioritas dan . APBD
Plafon 4
Anggaran
Sementara
PEMDA Kebijakan Umun | I RAPBD
APBD
b
SKPD RKA-SKPD

Sumber: Mohammad Adhim, 2008 dalam Marizka (2009)

GAMBAR 2.1.
Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan

Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran
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penyusunan RAPBD kepada DPRD sclambat-lambatnya pertengahan juni tahun
berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan
oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan
DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas priorotas dan plafon
anggaran sementara uI;tuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Berdasarkan kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah
ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satvan Kerja Perangkat Daerah selaku
pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan
kinerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan
belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan
anggaran disampaikan kepada pejabat pengelolah keuangan daerah sebagai bahan
penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. UU
Nomor 17/2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD.
UU Nomor 17/2003 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Peraturan Daerah.

Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemeintah

Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai
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pertama bulan Oktober. Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 32/2004, rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling Iama 3 (tiga) hari disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi.

Sementara itu, Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Penyusunan KUA & Penyusunan Perda Penetapan Perda
PPAS APBD APBD
Proses Pedoman Penyusunan Pembahasan
Perencanaan RKA SKPD Raperda APBD
‘ } ‘
RKPD Penyusunan Persetujuan Bersama
RKA SKPD Raperda APBD
l Evaluasi
Penyusunan .
RKA SKPD Gubernur/Mendagari
KUA & PPAS ]
1 1 l
e {ota Kesepatan g Perda Pembatalan
e KUA&PPA Raperda APBD ApBD | | PerdaAPBD

Dalam Hal DPRD Tidak Mengambil Keputusan Bersama

Evaluasi & Penetapan Raper KHD APBD

Raper KHD APBD

Penyusunan Raper
KHD APBD

Sumber: Mohammad Adhim,2008 dalam Marizka (2009)
GAMBAR 2.2.
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c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah
ditetapkan Menteri Dalam Negeri s;etiap tahun menyusun Rancangan Kebijakan
Umum APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pendanaanya
serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan
sasaran akan dicapai di tahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan
bagi proses pertanggungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun
anggaran. Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat
teknis, proses ini diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan
anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi
kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiscal, sementara perencanaan
operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia
pada pemerintah daerah.

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran
tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, daiam
rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD
menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang
disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang

dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan
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Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapatan visi, misi, tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra).

Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan

dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan

dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah dan

rencana jangka panjang.

Mekanisme penyusunan kebijakan umum APBD termuat dalam PP Nomor 58

Tahun 2005 Pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut:

1.

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum
APBD.

Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri
seriap tahun.

Kemudian Kepala Daerah Menyampaikan kebijakan umum APBD tahun
berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD
selambat-lambatnya bulan juni tahun anggaran berjalan.

Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap
urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai
dengan asumsi yang mendasari.

Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana

daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diordinasikan
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3. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku
koordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan juni.

4. Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD
selambat-lambatnya pertengahan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

5. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama
DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati
menjadi KUA.

d. Klasifikasi APBD
Adapun struktur APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006

terdiri dari 3 bagian, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan

Dagrah.

1. Sumber Pendapatan Daerah
Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 pasal 1 ayat (15), pendapatan daerah adalah

semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), PAD adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Dacrah sesuai dengan
pératuran perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi daerah sebagai perwuju dan desentralisasi. Berdasarkan UU No.12
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a). Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah (PP No. 65 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang Pajak Dacrah).

Yang termasuk dalam pajak daerah tingkat kabupaten/kota adalah pajak hotel
dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak-pajak baru
sedangkan yang termasuk pajak daerah tingkat 1 meliputi Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok (M.
Suparmoko,2002:66) dalam Hendraryadi (2011).

b). Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daecrah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No.
66tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah). Sedangkan menurut
Bastian (2001:142) dalam Hendraryadi (2011) bahwa retribusi daerah adalah
pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan

penggunaan fasilitas- fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
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c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Sumber PAD berasal dari perusahaan daerah yaitu laba operasi perusahaan
daerah. Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang
berasaldari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan {Abdul Halim, 2002:65) dalam Hendraryadi (2011).
d). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata vang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
Daerah (UU No. 33 tahun 2004 pasal 6 ayat (2).
2). Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). Menurut
UUNo. 33 tahun 2004 pasal 10 dan UU No.I2 tahun 2008 pasal 159, tentang dana
perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, dana perimbangan terdiri dari:
a). Dana Bagi Hasil
Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana
yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea
Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan

(PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal
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dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyakbumi,
pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi

b). Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuwangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
(UU No. 33 tahun 2004 pasal I ayat 21). Menurut UU No. 33 tahun 2004,
DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar
daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan
potensi daerah.

¢). Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23). DAK dimaksudkan untuk
membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang
merupakan urusan daerah sesvai dengan prioritas nasional, khususnya untuk
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang
belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah.

d). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis
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lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana
darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat
bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana
penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan
bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. (Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 pasal 28).
2. Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Menurut PP No. 105 tahun 2000 pasal 16 ayat (2) yang dimaksud belanja adalah
suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekertariat, serta dinas
daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja antara lain untuk
pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Berdasarkan Kepmendagri
Nomor 29 Tahun 2002 belanja terdiri daeri:
1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak tersangka
Masing-masih Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci
menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja

Oprasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Belanja Tidak Tersangka
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pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah, yaitu:

a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan

b. Prasarana langsung dengan pelayanan Masyarakat, yang anggaranya tidak

tersedia dalam Tahun Aanggaran yang bersangkutan, dan
Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran
yang telah ditutup dengan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran

dengan kriteria sebagai berikut:

a.

Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti lazimnya
yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan
Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti

lazimnya suatu piutang

Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penertaan modal atau

investasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok

belanja terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja

tidak langsunng dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

< Belanja Pegawai

%+ Bunga

-+ Subsidi




4% Hibah
4 Bantuan social
4 Belanja bagi hasil

4 Bantuan keuangan

< Belanja tidak terduga
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Konversi dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13

Tahun 2006,ditunjukkan dalam gambar berikut:

KONVERS

'

Dari Kepmendagri 29/2002 ke Permendagri 13/2006 pada

R
£

Daftar Program/kegiatan ada
pada LAMPIRAN A. VII
Permendagri 13/2006

BAU

Belanja Pegawai

il

Belanja Barang & Jasa

# Gaji dan Tunjangan

¢ Tambahan penghasilan
PNS

» Belanja Penunjang
Oprasional KDH/WKDH

» Biaya Pemungutan Pajak

BELANIJA TIDAK LANGSUNG

It

Belanja Pegawai

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

1]

KEGIATAN

BOP

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG

ve

Belanja Pegawai

»| Belanja Barang & Jasa

»| Belanja Modal

Belanja Pemeliharaan
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Sumber: Rusman R. Manik, Presentation Reformasi Anggaran Daerah, 2009 pada
Marizka 2009
GAMBAR 2.3,
Konversi Permendagri No.29/2002 ke Permendagri No.13/2006

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi
menuorut jenis belanja yang terdirt dari:

= Belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/pah dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

4- Belanja barang dan jasa

4 Belanja modal
3. Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 1 ayat 54,
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahua anggaran berikutnya. Pembiayaan
bersumber dari:
1). Penerimaan pembiayaan mencakup :
a). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. (SILPA) adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran. (Peraturan Menteri Datam Negeri No. 59 tahun 2007 pasail). Realisasi

SILPA dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam
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Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan
lanjutan, uvang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target
pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan
sampai tahun anggaran berikutnya.

b). Pencairan Dana Cadangan

Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rckening kas umum daerah dalam tahun anggaran
berkenaan. (Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 64). Pemerintah daerah dapat
membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam
tahun anggaran yang berkenaan ditetapkan dalam peraturan daerah dan
ditempatkan dalam rekening sendiri. Pencarian dana cadangan digunakan untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cad‘angan ke rekening
kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan
yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan berkenaan.
¢). Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Penerimaan pinjaman dan obligasi digunakan untuk menganggarkan semua
transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumiah uang dari semua pihak
lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman dan obligasi yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana
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d). Hasil Penjualan Aktiva Daerah yang Dipisahkan
Hasi.l penjualan kekayaan daerah yang dipisalikan digunakan antara lain untuk
menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerab/BUMD dan penjualan
aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil
divestasi penyertaan modal pemerintah daerah..
¢). Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Digunakan untuk menganggarkan
posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah lainnya.
f). Penerimaan Pistang Daerah
Penerimaan piutang daerah Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang
bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang
daerah dari pendapatan dacrah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
2). Pengeluaran pembiayaan mencakup:
a). Pembentukan dana cadangan
Digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan
dalam tahun anggaran 2006 yang akan ditransfer kerckening dana cadangan
dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer
kerekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan

daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
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Investasi pemerintah daerah digunakan uvntuk menganggarkan kekayaan
pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun
Jangka panjang.

c¢). Pembayaran pokok utang yang Jatuh Tempo
Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran
kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d). Pemberian pinjaman daerah

3). Sisa Lebih Pendanaan Anggaran Tahun Begalan
Ménunit Mamesah (1995:16) dalam Hendraryadi (2011) dalam Sistem -

Administrasi Keuangan Daerah, keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan
sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan vang, demikian pula
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan
daerah sepanjang belum dimiliki/diknasai oleh negara atan daerah yang lebih
tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa
keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

a. Hak daerah yang dimaksudkan dalam rangka keuangan daerah adalah
segalahak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyang digunakan dalam usaha pemerintah dacrah mengisi kas daerah.
Hakterscbut meliputi antara lain hak menarik pajak daerah, hak

menarikretribusi/iuran daerah, bak mengadakan pinjaman dan hak untuk

- . . .
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b. Kewajiban daerah yang dimaksudkan dalam rangka keuangan daerah
adalahsegala sesuatu yang harus dipenuhi/dilakukan schubungan adanya
tagihankepada daecrah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah
sertapelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah
yangbersangkutan.

Pémerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk
membiayai pengeluaran pemerintah pemerintah tersebut (government expenditure)
terhadap barang-barang publik (public goods) dan jasa pelayanannya (Susantih dan
Saftiana, 2010:5). Menurut Kunuvarjo (1996: 181) dalam Hendraryadi (2011)
bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat
membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun
pinjaman daerah. Karcna kecilnya pendapatan asli dacrah dibanding dengan
kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan
pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan
pendapatan.

Namun sejatinya Pemerintah Daerah harus mampu untuk meletakkan dasar
yang kuat dalam upaya agar pendapatan yang ada bisa sebanding dengan
pengeluaran tiap tahunnya. Oleh scbab itu dibutuhkan upaya pengendalian
keuangan yang strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun
ciri keuangan Pemerintah Daerah yang penting bagi pengendalian (Haryanto dkk:
2007:7) dalam Hendraryadi (2011):

a. Anggaran scbagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat
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kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tentang belanja yang ditctapkan
unfuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan pendapatan yang
diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang
diperlukan biladi perkirakan akan terjadi defisit atan surplus. Dengan demikian,
anggaran mepkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah Daerah dan memberi
landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah
Daerah untuksuatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.
Dengandemikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah
mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara
lain karena:
1) Anggaran merupakan pemyataan kebijakan public
2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan.
3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
hukum
4) Anggaran memberi Jandasan penilaian kinerja Pemerintah Daerah
Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pertangpgungjawaban Pemerintah
Daerah kepada publik.
b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, Pemerintah
Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara
langsung menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian, akuntansi
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keuangan yang lazim diterapkan di linglamgan Pemerintah Daerah yang

memisahkan kelompok dana menunst tujuannya, schingga masing-masing

merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara
belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.
3. Kinerja Kenangan Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk
menggali dan mengelola sumber-sumber kevangan asli daerah dalam memenuhi
kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pem&;.:rintahan, pelayanan
kepada masyarakat dan pembangunan dacrahnya dengan tidak tergantung
sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam
menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas
yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986: 199) dalam
Susantih dan Saftiana (2010;05).

Organisasi sektor poblik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,
misainya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum,
transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang
merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada
DPRD selaku wakil rakyat dipemerintahan. Dengan asumsi tersebljl‘t' dapat
dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukurﬁél kinerja
yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu

strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja
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mempunyai Kinerja yang baik apabila Pemerintah Daerah mampuuntuk mampu
untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik
bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika adminisirasi dan penyediaan jasa oleh
Pemerintah Dacrah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.
Pengukuran kinerja kenangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3
tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) dalam Susantih dan Saftiana (2010;05):
a. Memperbaiki kinerja pemerintah
b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
¢c. Mewnjudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi
_ kelembagaan
Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah tidaklah mudah karena
menyangkut masalah kémampuan daerah itu sendiri untuk membiayai urusan
pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan
kescjahteraan masyarakat. Bagi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan
daerah baik melalui melalui pendapatan asli daerah maupun dana bagi hasil, hal itu
tentunya tidak menjadikan svatu permasalahan. Namun, di sisi lain banyak daerah
yang masih harus mengandaikan pemerintah pusat untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan dan menjalankan kegiatan pemerintahannya. Menurut Prabowo
(1999: 4) dalam Susantih dan Saftiana (2010;05) sesuai dengan konsep asas
desentralisasi dalam rangka menunjang pclaksanaan pembangunan di daerah
sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai,

karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibainya
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Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula
kebutuhan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana
tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari
Pemerintah Daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26) dalam Susantih dan Safiiana
(2010;05). Dengan demikian maka perlu mengetahni apakah svatu daerah itu
mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus
mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah (Susantih dan Saftiana,
2010:6).

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui
kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi,
1986: 99) dalam Susaatih dan Saftiana (2010;05).

a. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala

aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumiah

unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas
wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
b. Kemampuan arparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam

mengatur dan mengurus rumah tangganya daerahnya.Keahlian, moral, disiplin

dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh
daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
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d. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan

pengurusan rumah fangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah
harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama
lainnya adalah faktor kapital, yang biasa discbut sumber daya modal atau capital
resources.Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penerimaan
daerah merupakan sumber modal, yang dihimpun dan dimanfaatkan uontuk
membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah (Soediyono, 1992:
7) dalam Susantih dan Saftiana (2010;05).

Selanjutnya, Davey (1988: 258) dalam Susantih dan Saftiana (2010;05)
mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah
Dacrah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada
Pemerintah Pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dama-dana
untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan
perundang-undangan.

4. Analisis Rasio Keuangan

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikz;n tugas menjalankan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan
pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat

sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis
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analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditctapkan dan dilaksanakannya
(Halim, 2007: 231) dalam Susantih dan Saftiana (2010;05).

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis
laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan
jumlah lainnya atau antara suatu pos demgan pos lainnya. Penggunaan analisis
keuangan sebagat alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga
komersial, scdangkan penggunaannya pada lembaga publik khususnya Pemerintah
Daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang
bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Susantih dan Saftiana, 2010:6).

Dalam rangka pengelolaan kevangan daerah yang transparan, jujur, demokratis,
efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja
daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002:169) dalam Hendraryadi (2011).
Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas
pemerintah dacrah (Halim, 2007: 223) dalam Susantih dan Saftiana, (2010:6) yaitu
rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi
keuangan daerah dan rasio keserasian. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya
digunakan untuk tolok ukur dalam:

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelengggaraan
otonomi daerah.

b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan

pendapatan daerahnya.
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¢. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan
pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehinggga
dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula
dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah
tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi
daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisis keuangan pemerintah
daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pibak yang
berkepentingan dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007: 232)
Susantih dan Saftiana, (2010:6).

a. DPRD sebagai wakil dari pemilik dacrah (masyarakat).

DPRD adalah badan yang memberikan oforisasi kepada pemerintah daerah

untuk mengelola laporan keuangan daerah.

b. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

Badan ecksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintaban yang

menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti

Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah linnya.

c. Badan pengawas keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas

pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang

termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas

. - - - -
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d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda
tersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

e. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
menilai pertanggungjawaban Gubemur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP
No. 108/2000).

5. Konsep Value For Money
Salah satu tuntutan terhdap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian

terhadap penerapan konsep value for money dalam aktivitas organisasi sektor

publik. Menurut Haryanto dkk (2007: 8) dalam Hendraryadi (2011), Value for
money merupakan konsep pengelolaan organisasi sekior publik yang berdasarkan
pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan aktivitas.

a. Ekonomi: Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas fertentu pada
hargayang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input
value yangdinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan scjauh
mana organisasiscktor publik dapat meminimalisir input resources yang
digunakan yaitu denganmenghindari pengeluaran yang boros dan tidak
produktif.

b. Ffisiensi: Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu
ataupenggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
Efisiensimerupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar
kinerja atautarget yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas: Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditetapkan.
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Pemer_in!ah Daerah yaity:
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam ar pelayanan yang
diberikan tepat sasaran

Ve Meningkaikan muitu pelayanan publik

C A. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dap terjadinys
penghematan dajam penggunaan input,

€. Alokasi belanja lebih berorientasi pada pelayanan publik

f.  Meningkatkan kesadaran akan ruang publik (public cosys awareness) scbagai

akar pelaksanaan kinerja Pemerintah Daeraly,




B. Hasil Penelitian terdahulu

TABEL 2.1.

Tinjanan Penelitian Terdahulu
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belanja dan pembiayaan.
Penggunaan data dalam
menganalisis adalah APBD
dan Laporan Realisasi
APBD Propinsi Sumatra

Barat tahun 2003-2006.
Teknik  analisis yang
digunakan yaitu

menggunakan pendekatan
kuantitatif denggan
menggunakan rasio

kevangan yang meliputi
analisis varians (selisih)
anggaran pendapatan,
belanja, periumbuhan
pendapatan, belanja,
derajat desentralisasi,
ketergantungan daerah,
kemandirian efektifitas dan
efisiensi PAD, efektifitas
dan efisiensi pajak daerah,
efisiensi belanja, konrtibusi

BUMD, perkembangan
SILPA dan analisis
investasi.

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

Eka Analisis Kinegja | Penelitian ini menganalisis | Dari hasil penelitian ini

Rosalina | Pengelolahan kinerja pengelolahan | menunjukkan bahwa

(2008) Keuangan keuangan Anggaran | Propinsi Sumaira Barat
Daerah Pendapatan dan Belanja | dalam merealisasikan
Anggaran Daerah (APBD) Propinsi | pendapatan pada tahun
Pendapatan Sumatra  Barat  yang { 2003-2006 dapat dikatankan
Belanja Dacrah | meliputi pendapatan, | efektif dan efisien,

pertumbuhan  pendapatan
menunjukkan pertumbuhan
yang positif. Pada tahun
2003-2006 Propinsi
Sumatra masih terganiung
pada pemerintah pusat
schingga penyelenggaraan
desentralisasi masih rendah.
Datam merealisasikan
anggaran belanja dikatakan
cukup efisien dan
pertumbuhan belanja
menunjukkan pertumbuhan
yang positif yang diimbangi
dengan pertumbuhan
pendapatan. Pada
pembiayaan adanya
perkembangan SILPA yang

bersaldo positif
menunjukkan kesehatab
fiskal. Kelebihan dana

dialokasikan dalam bentuk

investasi berupa penyertaan
modal pada BUMD
schingga dapat
meningkatkan

pembangunan daerah

Propinsi Sumatra Barat.




Lanjutan Tabel 2.1
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adalah laporan
pertanggungjawaban

(LPJ) APBD periode
anggaran dari tahun 2001-

2007. Teknik analisis
dilakukan dengan
menggunakan analisis

kinerja dalam bentuk rasio
yang terdiri dari analisis
varians (selisih) anggaran
pendapatan, belanja,
derajat desentralisasi,
keterganyungan  daerah,
kemandirian  efektifitas
dan efisiensi PAD,
efektifitas dan efisiensi
pajak dacrah, efisiensi
belanja, derajat kontribusi
BUMD, perkembangan
SILPA.

Peneliti Judul Peneclitian Hasil Penelitian
Mohamma | Analisis  Kinerja | Penelitian ini | Hasil dari penelitian ini
d Adhim Anggaran menganalisis kinerja [ menunjukkan  bahwa
(2008) Pemerintah dan | pelaksanaan =~ Anggaran | Kabupaten Sarolangun

Kaitanya  dengan | Pendapatan Dan Belanja | dalam merealisasikan
Perekonomian Daerah (APBD) yang | pendapatan baik PAD
Dacrah di | meliputi pendapatn, | dan pajak daerah dari
Kabupaten Belanja, dan pembiayaan. | tahun 2001-2007 dapat
Sarolangun Data yang digunakan | dikatakan efektif dan

efisien. Kabupaten
Sarolangun masth
tergantung pada
pemerintah pusat
schingga
penyelenggaraan
desentralisasi  masih
rendah. Dalam

merealisasikan belanja
dapat dikatakan efisien
dan pertumbuthan
belanja menunjukkan
pertumbuhan yang
positif yang diimbangin
dengan  pertumbuhan
pendapatan yang juga
positif

C. Perumusan Hipotesis

1. Analisis Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah

Haryanto (2005) dalam Ardhini (2011) menyimpulkan bahwa dari hasil olah

data dengan menggunakan metode path analysis di dapatkan hasil bahwa variabel

Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan

terhadap Kapasitas Fiskal Daerah ( untuk proxy Kemandirian Daerah). Sementara

itu varabel Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi
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Penelitian yang di lakukan oleh Pinem (2008) penelitian ini mengenai analisis
kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah pada Pemerintah
Kabupaten Karo. Penclitian ini menggunakan metoda deskriptif komparatif,
dimana dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio pengukuran Kkinerja
keuangan daerah yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiscal, rasio tingkat
kemandirian pembiayaan, rasio tingkat kemandirian keuangan dacrah. Hasil
penelitian menunjukkan penurunan rata-rata rasio PAD sebelum dan sesudah
berlakunya otonomi daerah sebesar 6.81% berarti penurunan kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten Karo, dalam hal ini berarti dari tahun ke tahun semakin
bergantung kepada Pemerintah Pusat/Propinsi serta pinjaman.

Pasrah (2007: 198) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) telah melakukan
penelitian tentang analisis kinerjadan kemandirian keuangan daemh serta
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam
penelitian ini dinyatakan bahwa rasto kemandirian keuangan daearh Sumatera
Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen.
Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2010) yang meneliti tentang
analisis kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten pasuruhan pada era
otonomi daerah 2001-2008. Untuk mengetahui besar peranan Pendapatan Asii
Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah, Pengeluaran Total Daerah, dan
Pengeluaran Rutin Dacrah, dan Elastisitas PAD terhadap Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Pasuruan Periode 2001-2008. Hasil penelitian

T ) L. 4 , T 2 g=- - &« =+ L g % 4 . __§_ 2 1
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kategori rendah sekali yaitu 18.01% dan mempunyai pola hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang bersifat instruktif.

Hi: Terdapat perbedaan yang signifikan analisis kemandirian kinerja keuangan

antar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006 —2010

2. Analisis Efektifitas Kirerja Keuangan Pemerintah

Menurut Yamin (2000: 48) dalam Susantih dan Saftiana, (2010:6) dengan
penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kcuangan
daerah kabupaten/kota di provinsi Irian Jaya, menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh relatif kecil terhadap kinerja keuangan dacrah scdangkan
pendapatan perkapita berpengaruh relatif besar terhadap kinerja keuangan daerah.
Faktor yang diteliti yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan
menggunakan menggunakan metode analisis ekonometrika dengan menggunakan
metode linier dinamis atau partial adjustment model dan metode kuadrat terkecil.

Ardi Hamzah (2006) dalam Ardhini (20I1) menyatakan bahwa pengujian
secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
menunjukkan rasio kemandirian, dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak
berpengaruh secara signifikan terbadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat
pengaruh secara positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap
kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2007: 88) dalam Susantih dan

Saftiana (2010:6) mengenai evalvasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera
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dan kemampuan kevangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi
Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan
sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga
digunakan uji beda Kolmogorof Smirnov dengan hasil bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar Kabupaten/Kota di
Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan Mam-Whitney Test secara statistik
tidak terdapat perbédaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota,
dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota
pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan analisis efektifitas kinerja keuangan

antar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010

3. Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samson (2001: 41) dalam
Susantih dan Saftiana (2010:6) penelitian tentang indikator-indikator keberhasilan
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 —1999/2000.
Indikator yang dimaksud adalzh indikator kinerja efektifitas, efisiensi, rasio
investasi (COR) dan laporan keuwangan. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analitis yang menggambarkan pengelolaan keuvangan daerah Kabupaten
Barito Kuala menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif yang ditunjukkan dengan
rasio efektifitas 104 persen dan sangat efisien yang ditunjukkan dengan rasio
efisiensi 51 persen.

Lindawati (2001: 49) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) yang melakukan

penelitian mengenai kemampuan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam
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daerah DKI Jakarta mampu memberikan daﬁa netto yang disisihkan wuntuk
membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan
pembangunalmya:..Hal ini ditunjukkan dengan nilai Debt Service Coverage Ratio
(DSCR) rata-rata per tahun sebesar 17,17 di atas ambang batas yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 2,5. Selanjutnya dengan analisis Batas Maksimum
Pinjaman (BMP) Pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu untuk melakukan
pinjaman yang lebih besar lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2011) melakukan penelitian mengenai
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan
belanja daerah di pemerintrahan provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini
berbentuk deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan
lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis tersebut digunakan vntuk
mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan
keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa sistem pengelolaan pendapatan dan belanja daerah di provinsi Sumatera
Utara sangat efisien dan efektif.

H3: Terdapat perbedaan yang signifikan analisis efisiensi kinerja keuangan

antar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010.
4. Analisis Aktifitas Kinerja Kenangan Pemerintah
Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2009) melakuka!.l penelitian mengenai

analisis kinerja pengelolahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah
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pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan pemerintah Kota Medan. Menggunakan teknik analisis
pendekatan kualitatif  dengan glenggunakan rasio keuangan meliputi analisis
varian anggaran pendapatan dan belanja, pertumbuhan pendapatan dan belanja
daerah, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, evektifitas, dan efisiensi pajak
daerah, efisiensi belanja, kontribusi BUMN, perkembangan SILPA. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan
pajak daerah pada tahun 2003 sampai 2007 dikatakan efektif dan efisien dan
pertumbuban pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Erwansyah (2003: 55) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) pada
penelitiannya tentang pengaruh tingkat hutang terhadap kinerja keuangan dan rasio
harga saham perusahaan publik kelompok Jakarta Islamic Index menyatakan
bahwa tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
sedangkan terhadap harga saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah leverage ratio, ROE, dan ROL
Medote penelitian menggunakan metode deskriptif analitik kuantitatif dengan
analisa regresi liner sederhana dari tahun 1995 —2000.

Susantih dan Saftiana, (2010:6) telah melakukan penelitian tentang
perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah propinsi se-sumatera bagian
selatan dengan indicator kemandirian, efektifitas dan aktifitas keuangan daerah.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kemandirian keuangan daerah,
analisis efektifitas kevangan daerah dan analisis aktivitas keuangan daerah serta uji

beda Kolmogorof smimov. Hasil analisis kemandirian dan efektifitas keuangan
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hasil analisis aktifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera

Selatan memiliki nilai rasio belanja terendah. Selain itu digunakan uji beda

Kolmogorof smirnov dengan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan

kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian

Selatan.

H4: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio belanja aparatur antar
Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010

HS5: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio belanja publik antar Pemerintah
Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010

H6: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio DSCR antar Pemerintah
Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006-2010

H7: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio utang terhadap PAD antar
Pemerintah Kabupaten/Kota di DI'Y antara tahun 2006-2010

HS8: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio utang terhadap total pendapatan
antar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tabun 2006-2010

Analisis Kemandirian, Efektifitas, Lfisiensi dan Akfivitas Kinerja

Keuangan Pemerintah

Selanjutnya Diana (2008: 72) dalam Susantih dan Saftiana (2010:6) melakukan

penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan Pemerintah Propinsi se-

Sumatera Bagian Selatan dengan indikatror kemandirian keuangan daerah,

efektifitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang

digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan

tujuan untuk melihat peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuvangan Pemda .
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- laporan keuangan Pemda Se-Sumbangsel dan untuk melihat elastisitas PAD
terhadap pertumbuhan ckonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Propinsi
Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan
laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata
kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis.
Selain itu juga digunakan uji beda Kolmogorof Smirnov dengan hasil bahwa
terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuvangan pada
Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

Kusumawati (2011) dalam Ardhini (2011) meneliti bahwa Rasio kemandirian
tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan. Rasio efektifitas tahun
lalu tidak berpengeruh positif terhadap PAD tahun berjalan dan rasio efisiensi
tahun lalu tidak berpengaruh negatif terhadap PAD tahun berjalan. PAD tahun
berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan. Rasio
kemandirian tahun lalu berpengaruh terhad;ap belanja modal tahun berjalan. Rasio
efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan sedangkan rasio
efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.

H9: Terdapat perbedaan yang signifikan analisis kemandirian, efcktifitas,

efisiensi dan aktivitas kinerja keuangan anfar Pe;nerintah Kabupaten/Kota
di DIY antara tahun 2006-2010.
D. Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan indikator Kinerja

keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006 - 2010 yang

terdiri dari indikator kemandirian daerah, efektifitas, efisiensi dan aktivitas
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‘Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006 - 2010. Selanjutnya juga
|

|akan dilihat perubahan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY antara tahun
‘2006 - 2010, apakah semakin meningkat, menurun, stabil, atau berfluktuasi. Selanjutnya
I

idalam penelitian ini juga akan dilihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan Pemerintah

‘Kabupaten/Kota di DIY antara tahun 2006 — 2010.

\-.

Laporan Realisasi APBD dan Neraca ;
Kabupaten/Kota di Provinsi DIY : E>
Tahun 2006-2010

Direkaputulasi

1S

Nilai rasio keuangan masing-
masing Kabupaten/Kota tahun
2006-2010

L

Dibandingkan tiap rasio antar
Kabupaten/Kota untuk setiap
tahunnya

P P S

\ Gambar 2.4.
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